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QANUN KABUPATEN ACEH SELATAN
NOMOR 9 TAHUN 2012
TENTANG

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH SELATAN,

bahwa pemberian pelayanan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
kepada masyarakat merupakan salah satu sumber retribusi daerah yang
dapat menambah pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Aceh Selatan
sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan
perkembangan situasi dan kondisi saat ini;

bahwa ketentuan pasal 127 huruf a dan pasal 156 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah, Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dikategorikan sebagai
jenis jasa usaha yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a
dan huruf b, perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Selatan tentang
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah
Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1092);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172 dan Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 dan
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 dan
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
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Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang—Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan
Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5432) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan
lembaran Negara Nomor 3258);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 89, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4741);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara
Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pungutan Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5161);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Daerah;

Qanun Aceh Nomor 3 tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan
Qanun (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007
Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam
Nomor 03);

Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-
Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Aceh Selatan Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Aceh Selatan Nomor 8).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH SELATAN

dan
BUPATI ACEH SELATAN

MEMUTUSKAN:

QANUN TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1.

Daerah adalah Kabupaten Aceh Selatan;

2. pemerintahan...
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Pemerintahan Daerah Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang
dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten
sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing;

Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten
adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten yang terdiri atas Bupati
dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Selatan;

Bupati adalah Bupati Aceh Selatan;

Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disebut DPRK adalah Dewan
Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Selatan;

Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disebut SKPK adalah SKPK
Kabupaten Aceh Selatan;

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang
melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas,
perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Uasha Milik Negara atau Daerah dengan
nama atau dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pension, persekutuan,
perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik atau yang sejenis,
lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya;

Jasa adalah kegiatan Pemerintah Kabupaten berupa usaha dan pelayanan yang
menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh
Orang pribadi atau Badan;

Jasa Usaha adalah Jasa yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten dengan menganut
prnsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;

Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian
izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten
untuk kepentingan orang pribadi atau badan;

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah
pembayaran retribusi atas pemakaian kekayaan daerah yang dimiliki dan/atau dikelola
oleh Pemerintah Kabupaten

Wajib Retribusi adalah orang pribadi yang menurut Peraturan Perundang-undangan
Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan atau
pemotongan retribusi tertentu;

Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti
pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan cara lain ke kas
daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang dapat disingkatkan SKRD adalah surat keputusan
yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang;

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang dapat disingkatkan SKRDLB, adalah
surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah
kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terhutang atau tidak seharusnya
terhutang;

Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang dapat disingkatkan STRD adalah surat untuk
melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah
data atau keterangan lainnya dalam rangka Pengawasan Kepatuhan Pemenuhan
Kewajiban Retribusi Daerah berdasarkan peraturan perundang - undangan retribusi
daerah;

Penyidik Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri
Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberikan wewenang khusus sebagai
penyidik untuk melakukan penyidik tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah dan
Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981
tentang Hukum Acara Pidana;

Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang
dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil yag selanjutnya disebut Penyidik, untuk
mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana

dibidang....



dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB 11
NAMA OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekeayaan Daerah dipungut Retribusi atas Pemakaian
Kekayaan Daerah.

Pasal 3
(1) Objek Retribusi adalah Pemakaian Kekayaan Daerah yang meliputi :

a. Pemakaian Kenderaan / Alat — Alat Berat Milik Daerah;
b. Pemakaian alat-alat laboratorium;

c. Pemakaian Bangunan Milik Daerah;

d. Pemakaian Tanah Milik Daerah.

(2) Tidak termasuk objek retribusi adalah Penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi
dari tanah tersebut, antara Ilain, pemancangan tiang listrik/telepon atau
penanaman/pembentangan kabel listrik/telepon di tepi jalan umum.

Pasal 4

(1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menyewa
kekayaan daerah.

(2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menyewa kekayaan
daerah.

BAB 111
GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 5

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah digolongkan ke dalam Golongan Retribusi Jasa Usaha.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa di ukur berdasarkan jenis Kekayaan (aset) yang disewa dan jangka
waktu penyewaan.

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
Pasal 7

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan
pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.

(2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang
diperoleh dengan memperhitungkan biaya penyelenggaraan pelayanan secara efisien dan
berorientasi pada harga pasar.

BAB VI ...



Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ditetapkan sebagai berikut :

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

1. Tarif Retribusi Pemakaian Kenderaan, Mesin dan Alat — Alat Berat sbb:
a. Buldozer Flat AllisFD—9 100 HP Rp. 132.000 / Jam
b. Motor Greder Mitsubishi MG — 330 135 HP Rp. 140.000 / Jam
c. Motor Greder Mitsubishi MG — 3 H 115 HP Rp. 95.000 / Jam
d. Motor Greder Linnhof MG — 200 90 HP Rp. 68.000 / Jam
e. Vib Roller Sakai — SW 651 6 Ton Rp. 77.000 / Jam
f. Vib Roller Barata — MGB | 651 2,5 Ton Rp. 30.000 / Jam
g VTR Ton Rp. 1.400.000 / Jam
h. Tandem Roller Barata — MGT.6 6 Ton Rp. 60.000 / Jam
i. Three Wheel Roller — MGB.6 6 Ton Rp. 56.000 / Jam
j.  Three Wheel Roller - MMV - 6P 6 Ton Rp. 56.000 / Jam
k. Three Wheel Roller — MG — 8 — 6P 8 Ton Rp. 60.000 / Jam
.  Dump Truck — Hino Dutro 3 Ton Rp. 52.000 / Jam
m. Dump Truck Intercooler Rp. 800.000 / Per Hari
n. Dump Truck Engkel Rp 600.000 / Per Hari
0. Excavtor Rp. 175.000 / Jam
p. Loader Rp. 200.000 / Jam
g. Truck Maint Hino FC — 240 5 Ton Rp. 52.000 / Jam
r. Excavator Hitachi — ZX110M 0,6 M3 Rp. 182.000 / Jam
s. Asphalt Path Mixer — Bukaka — 3 TPH Rp. 135.000 / Jam
t. Asphalt Sprayer Bukaka — 850 TA Rp. 56.000 / Jam
u. Air Compressor Airman, PDS 1305 Rp. 56.000 / Jam
v. Aspal Sprayer Rp 800.000/ Jam
w. Aspal Finisher Rp. 1.500.000/ Per Hari
X. Tunen oller Rp. 1.200.000/ Per Hari
y. Kompressor Rp. 500.000/ Per Hari
z. Water Tank Rp. 400.000/ Per Hari
aa. Timbangan Mekanis Rp. 300.000/ Per Hari
bb. Trailer Rp. 1.500.000/ Per Hari
cc. Mobil Fanther Pik Up Rp. 300.000/ Per Hari
dd. Handtractor Rp. 20.000/unit/hari
ee. Perontok Padi (Power Tresher),perontok
jagung (corn cheler) Rp. 200.000/unit/Bulan
ff. Traktor 4 WD Rp. 300.000/unit/hari
2. Retribusi Pemakaian Alat — Alat Laboratorium :
a. Mix Design Beton Rp. 200.000 / sample
b. Mix Design LPA / LP6 Rp. 200.000 / Ssample
c. Tes Kubus Rp. 100.000 / Sample
d. Slump Tes Rp. 15.000 / Sample
e. Sand Cone Rp. 15.000 / Titik
f. Dep Rp. 15.000 / Titik
g. Sonder Rp. 125.000 / Titik
h. Hand Bor Rp. 25.000 / Titik
i. Cere Drill Rp. 30.000 / Titik
3. Sewa Ruko dan Kios Milik Pemerintah Daerah:
a. Ruko Permanen Lokasi Reklamasi Pantai Tapaktuan
(Bagian Depan) 13 Pintu Rp. 11.000.000 / Tahun
b. Ruko Permanen Lokasi Reklamasi Pantai Tapaktuan
(Bagian Belakang) Rp. 9.000.000 / Tahun
c. Ruko Permanen Lokasi Jalan Merdeka
Tapaktuan Rp. 8.000.000 / Tahun
d. Ruko Permanen Lokasi Jalan A.Yani Tapaktuan Rp. 9.000.000 / Tahun
e. Ruko Lokasi Kota Fajar (10 Pintu) Rp. 6.000.000 / Tahun
f. Ruko Permanen Kec.Bakongan (5 Pintu) Rp. 10.000.000 / Tahun
g. Kios Promosi Produk Daerah Jin. TR.Angkasah Rp. 2.000.000/ Tahun

4. Rumah Milik ...



4. Rumah Milik Pemda :

a. Tipe l Rp. 350.000 / Bulan
b. Tipe Il Rp. 300.000 / Bulan
c. Tipe Il Rp. 250.000 / Bulan
d. Tipe IV Rp. 200.000 / Bulan
5. Retribusi Pemakaian dan Pemanfaatan Tanah Milik Daerah Lokasi Belakang Asrama
Akper Tapaktuan Rp. 1200 / Meter / Tahun
6. Setiap Pemberian lzin Pemakaian Tanah / ruang terbuka / lapangan Pemerintahan

Daerah dikenakan retribusi sebagai berikut :

a. Untuk kegiatan bisnis yang memiliki nilai ekonomi yang menghasilkan keuntungan
berupa uang, seperti kegiatan pasar hiburan dan lain — lainnya dikenakan retribusi
Rp.1.000,- ( seribu rupiah ) Permeter bujur sangkar perhari:

b. Khusus kegiatan bisnis masyarakat ekonomi Ilemah dalam rangka upaya
peningkatan ekonomi rakyat seperti warung, kios darurat, kereta sorong untuk
berjualan dan lain — lain dikenakan Rp.1,500 ( seribu lima ratus rupiah ) Permeter
bujur sangkar perhari

7. Pemakaian Fasilitas Milik Daerah di Lingkungan Pusat Pendaratan lkan:

a. Tempat Tambat Labuh Kapal Perikanan

- 3-5 GT Rp. 50.000,-/bulan

- 6-10 GT Rp. 75.000,-/bulan

- 11 -20GT Rp. 150.000,-/bulan

- 21 — keatas Rp. 200.000,-/bulan

- Kapal Andon Rp. 10.000,-/hari
b. Docking Kapal Perikanan Rp. 2.500.000,-/paket/3 hari
c. Tanah Rp. 10.000,-/m2/tahun

Out let/rumah singgah nelayan Rp. 1.500.000,-/tahun

Pasal 9

(1) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ditinjau kembali paling lama 3 (tiga)
tahun sekali untuk disesuaikan.

(2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan
memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

(3) Penetapan perubahan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan
Peraturan Bupati.

BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 10

Retribusi dipungut di wilayah Daerah tempat kekayaan daerah berlokasi.

BAB VIII ...
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BAB VIII
PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN,
DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN
Pasal 11

Pembayaran retribusi dilakukan di kas daerah atau ditempat lain yang ditetapkan oleh
Bupati sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain
yang dipersamakan, dan STRD.

Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditetapkan oleh Bupati, maka hasil
penerimaan retribusi harus disetor ke kas daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau
dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.

Pasal 12
Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.

Bupati atau pejabat dapat memberi izin kepada wajib retribusi untuk mengangsur
retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat
dipertanggungjawabkan.

Tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih
lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bupati atau pejabat dapat mengizinkan wajib retribusi untuk menunda pembayaran
retribusi sampai batas waktu yang ditentukan dengan alasan yang dapat
dipertanggungjawabkan.

Pasal 13

Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) diberikan tanda
bukti pembayaran.

Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.

Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku dan tanda bukti pembayaran retribusi diatur dengan
Peraturan Bupati.

BAB IX
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 14

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar,
dikenakan sanksi administratif berupa bunga 2 % (dua perseratus) setiap bulan dari
retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan
menggunakan STRD.

Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan
Surat Teguran.

BAB X
PENAGIHAN
Pasal 15

Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan
pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh
tempo pembayaran.

(2) Dalam jangka......
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Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain
yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.

Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penagihan retribusi diatur dengan peraturan
Bupati.

BAB XI
TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 16

Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa
karcis, kupon, dan kartu langganan.

Pasal 17

Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
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BAB XIlI
PEMANFAATAN
Pasal 18

Pemanfaatan dari penerimaan retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang
berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.

Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XIlI1
KEBERATAN
Pasal 19

Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang
ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa indonesia dengan disertai alasan-
alasan yang jelas.

Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal
SKRD diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu
itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu
keadaaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan wajib retribusi.

Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan
penagihan retribusi.

Pasal 20

Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan
diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan
Surat Keputusan Keberatan.

(2) Ketentuan................
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Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian
hukum bagi wajib retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh
Bupati.

Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian,
menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak
memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 21

Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran
retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap
bulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.

Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan
sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB XIV
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 22

Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.

Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diberikan dengan memperhatikan
kemampuan wajib retribusi.

Tata cara permohonan dan pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan
retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XV
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 23

Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib pajak dapat mengajukan permohonan
pengembalian kepada Bupati.

Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan
pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
harus memberikan keputusan.

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati
tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi
dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1
(satu) bulan.

Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran
retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi
terlebih dahulu utang retribusi tersebut.

Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua)
bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan atas
keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.

Tata Cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada
ayat 1 (satu) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI...
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BAB XVI
KEDALUWARSA PENAGIHAN
Pasal 24

Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui
jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila
wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi.

Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh
apabila:

a. Diterbitkan surat teguran; atau

b. Ada pengakuan utang Retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak
langsung.

Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a,
kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.

Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf
b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang
retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Kabupaten.

Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan
pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

Pasal 25

Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan
penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi daerah yang sudah
kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan
Peraturan Bupati.

BAB XVII
PENYIDIKAN
Pasal 26

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten diberi
wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang
Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana
yang berlaku.

Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :

a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan
berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau
laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau
badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak
pidana Retribusi Daerah;

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan
dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;

d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan
dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;

e. melakukan.......



e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan,
pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan
bukti tersebut.

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak
pidana di bidang Retribusi Daerah;

g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau
tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang
dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;

i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka
atau saksi;

j. menghentikan penyidikan;

k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana
dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan
dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dngan
ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana.

BAB XVIII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 27

(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan
Daerah diancam dengan hukuman kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda
paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

(2) Tindakan pidana tersebut pada ayat (1) Pasal ini adalah tindak pidana pelanggaran.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 28

Pada saat Qanun ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Selatan Nomor 8
Tahun 2002 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Aceh Selatan Tahun 2002 Nomor 8 Seri C Nomor 8, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten
Aceh Selatan Nomor 8) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Hal-hal yang belum diatur dalam ganun ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur
lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 30.......



Pasal 30
Qanun ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan ganun ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan.

Ditetapkan di Tapaktuan
pada tanggal 3 September 2012 M
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Diundangkan di Tapaktuan
pada tanggal 3 September 2012 M
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PENJELASAN
ATAS
QANUN KABUPATEN ACEH SELATAN
NOMOR 9 TAHUN 2012
TENTANG
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

UMUM

Pemerintah Kabupaten mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus
sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan evektifitas
penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk
menyelenggarakan pemerintahan tersebut, Pemerintah Kabupaten berhak mengenakan
pungutan kepada masyarakat. Untuk meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan
otonomi daerah, Pemerintah Kabupaten diberi kewenangan yang lebih besar dalam
retribusi. Dengan perluasan basis retribusi yang disertai dengan pemberian kewenangan
dalam penetapan tarif tersebut, maka diharapkan kemampuan Kabupaten untuk
membiayai kebutuhan pengeluarannya semakin besar.

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah merupakan jenis Retribusi Jasa Usaha
yang dipungut kepada masyarakat yang telah menggunakan atau menyewa kekayaan
daerah dari Pemerintah Daerah. Pemberian Pelayanan sebagai salah satu tugas
Pemerintah Daerah perlu pula didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai
sehingga pelayanan yang diberikan dapat dilakukan secara optimal.

Penggunaan pemakaian kekayaan daerah oleh masyarakat merupakan salah satu
sumber retribusi daerah yang dapat menambah pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten
Aceh Selatan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan
perkembangan situasi dan kondisi saat ini.

Berdasarkan ketentuan Pasal 127 huruf a dan Pasal 156 ayat (1), Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Pemakaian
Kekayaan Daerah dikategorikan sebagai jenis jasa usaha yang dipungut Pemerintah
Daerah.

Sebagai salah satu sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten
Aceh Selatan, dalam pemberian pelayanan kepada masyakat, kemampuan penyediaan
pelayanan tidak terlepas dari pengaruh kenaikan harga barang dan jasa, dengan
demikian penyesuaian-penyesuaian kenaikan diupayakan dengan menganut prinsip—
prinsip keadilan dan kemampuan masyarakat.

Berdasarkan pertimbangan diatas, maka perlu membentuk Qanun Kabupaten
Aceh Selatan tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

PASAL DEMI PASAL
Pasal 1

Cukup jelas.
Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.
Pasal 4

Cukup jelas.
Pasal 5

Cukup jelas.



Pasal 6
Cukup jelas.
Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)

Dalam hal besarnya tarif retribusi yang telah ditetapkan dalam Qanun perlu
disesuaikan karena biaya penyediaan layanan cukup besar dan/atau besarnya
tarif tidak efektif lagi untuk mengendalikan permintaan layanan tersebut,
Bupati dapat menyesuaikan tarif retribusi.

Pasal 10

Cukup jelas.
Pasal 11

Cukup jelas.
Pasal 12

Cukup jelas.
Pasal 13

Cukup jelas.
Pasal 14

Cukup jelas.
Pasal 15

Cukup jelas.
Pasal 16

Cukup jelas.
Pasal 17

Cukup jelas.
Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.
Pasal 20

Cukup jelas.
Pasal 21

Cukup jelas.
Pasal 22



Cukup jelas.
Pasal 23

Cukup jelas.
Pasal 24

Cukup jelas.
Pasal 25

Cukup jelas.
Pasal 26

Cukup jelas.
Pasal 27

Cukup jelas.
Pasal 28

Cukup jelas.
Pasal 29

Cukup jelas.
Pasal 30

Cukup jalas.
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